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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kinerja organisasi pemerintah saat ini semakin diperhatikan oleh publik karena 

keingintahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Stigma masyarakat 

mengenai organisasi pemerintah yang melakukan pemborosan, aliran dana yang tidak jelas, 

dan institusi yang selalu mengalami kerugian mengakibatkan adanya desakan masyarakat 

terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban oleh lembaga-lembaga sektor publik. Desakan 

masyarakat tersebut sinkron dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan 

UU No.25 Tahun 1999 tetang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah yang bertujuan sebagai landasan untuk serangkaian reformasi kelembagaan dalam 

mewujudkan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, 

responsif dan akuntabel. 

Pengukuran kinerja adalah alat yang berguna untuk menilai keberhasilan organisasi, 

pada organisasi sektor publik, keberhasilan suatu organisasi tersebut akan dimanfaatkan untuk 

memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat. Publik akan menilai keberhasilan organisasi 

sektor publik dengan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas. pelayanan public tersebut menjadi bottom line pada organisasi sektor publik. 

setiap negara maju menggunakan cara dan pendekatan yang berbeda-beda untuk memerika 

pelayanan berkualitas untuk warganya Mahmudi (2007:12). 
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 Kinerja keuangan daerah adalah tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk mengetahui 

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. salah satu cara untuk menilai 

kinerja tersebut dengan menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan tersebut 

merupakan aktivitas untuk menginterpretasikan angka-angka di laporan keuangan untuk 

menilai kinerja keuangan yang hasil dari analisisnya dipergunakan untuk dasar pengambilan 

keputusan ekonomi, sosial, serta politik Mahmudi (2010: 89). 

Penilaian kinerja keuangan diukur menggunakan analisis rasio keuangan terhadap 

laporan keuangan pemerintah daerah, rasio keuangan terdiri dari efektivitas dan efisiensi, 

derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian daerah. hasil 

analisis rasio keuangan nantinya akan dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai 

Mahmudi (2010:142). 

Pemerintah Kota Bekasi menggunakan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual 

(cash towards accrual) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. akuntansi 

berbasis akrual adalah basis akuntansi yang dimana transaksi ekonomi atau kejadian lainnya 

diakui, dicatat, dan ditulis dalam laporan keuangan saat terjadinya transaksi keuangan tersebut, 

dengan tidak memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan 

(KSAP,2006). pengukuran kinerja keuangan pemerintah Kota Bekasi diukur dengan 

menganalisis laporan keuangan yaitu melalui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

Keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi pada laporan realisasi anggaran pendapatan 

dan belanja daerah pada tahun 2017 dan 2018 mengalami defisit cukup tinggi. defisit tersebut 

adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 1 
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi 

Tahun 
Realisasi 

Pendapatan 
(Rp.) 

Realisasi Belanja 
(Rp.) 

Surplus/Defisit 
(Rp.) 

2017 4.756.703.208.558 4.981.195.360.624 -224.492.152.066 
2018 4.835.980.257.174 5.000.442.687.914 -164.462.430.740 
2019 5.963.929.792.508 5.566.376.729.279 397.553.023.229 
2020 5.092.165.753.501 4.785.811.812.190 306.353.941.311 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi 
2017-2020 (diolah peneliti tahun 2022) 

 Tabel 1 mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah menunjukkan 

bahwa pendapatan dan belanja daerah kota Bekasi mengalami penurunan (defisit) pada tahun 

2017 dan 2018. ini terjadi karena nilai realisasi pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai realisasi belanja yang dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.756.703.208.558,- 

dan Rp. 4.981.195.360.624,- sedangkan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 

4.835.980.257.174,- dan Rp. 5.000.442.687.624,-. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh 

pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah realisasinya tidak mencapai target. Menurut 

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi (2017) pada tahun 2018 sumber pendapatan 

dari dana bantuan seperti bantuan keuangan dari DKI Jakarta tidak ter-realisasi sehingga 

berdampak kepada pendapatan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak tercapainya 

target pendapatan daerah ini mengindikasi adanya kinerja anggaran yang kurang baik. 

 Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi pada laporan realisasi anggaran pendapatan 

dan belanja daerah menunjukkan bahwa bantuan pusat serta pinjaman yang terdiri dari 

pendapatan transfer dan  lain-lain pendapatan yang sah lebih besar  saat dibandingkan dengan 

pendapatan asli daerah, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah pemkot Bekasi 

dalam menggali potensi asal-asal keuangan masih kurang maksimal . pendapatan asli daerah 
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tersebut merupakan seluruh penerimaan daerah yang diterima dari sumber ekonomi asli 

daerah, sedangkan pendapatan transfer dan  lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan 

daerah yang diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. dapat ditinjau 

menjadi berikut: 

Tabel 2 
Realisasi Pendapatan dan Bantuan Pusat dan Pinjaman Kota Bekasi 

Tahun 
Pendapatan Asli 

Daerah (Rp.) 

Bantuan Pusat dan Pinjaman  

Pendapatan 
Transfer (Rp.) 

Lain-Lain 
Pendapatan yang 

sah (Rp.) 
2017 1.988.356.922.192 2.765.387.704.014 2.958.582.352 
2018 2.001.150.459.494 2.645.358.572.147 189.471.225.533 
2019 2.442.151.873.746 3.329.109.212.222 192.671.706.540 
2020 2.048.909.314.820 2.843.989.275.635 199.267.163.046 

Sumber: Laporan Realisasi APBD BPKAD Kota Bekasi (diolah peneliti tahun 2022) 

 Berdasarkan tabel 2 data yang diolah mengenai realisasi pendapatan asli daerah dan 

bantuan dari pusat dan pinjaman, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah dari 

tahun ke tahun mengalami kenaikan dan terjadi penurunan pada tahun 2020. hal ini 

disebabkan oleh pandemi COVID-19 berakibat pada banyaknya sektor usaha menghentikan 

kegiatannya sehingga berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Selain 

itu adanya kebijakan relaksasi pajak daerah selama masa pandemi COVID-19 memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan atas denda pajak daerah. 

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa dari tahun 2017-2020, dana bantuan pusat 

serta pinjaman dari pendapatan transfer pemerintah pusat serta provinsi lebih besar 

dibandingkan pendapatan asli wilayah Kota Bekasi. ialah Pemerintah Daerah Kota Bekasi 

kurang memaksimalkan pendapatan asli daerah sebab dana bantuan pusat dari pendapatan 
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transfer pemerintah pusat dan  provinsi yang relatif besar , sebagai akibatnya keuangan daerah 

masih bergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan  provinsi.  

 Dari data laporan keuangan diatas yang dimana mengalami defisit pada tahun 2017-

2018 dan juga ketergantungan terhadap bantuan pusat dan pinjaman provinsi, apabila 

disandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3  
Tingkat Kemiskinan di Kota Bekasi 

Kemiskinan 
Kemiskinan 

2017 2018 2019 2020 
Penduduk Miskin (000) jiwa 136.01 119,82 113,65 134,01 
Persentase Penduduk Miskin (P0) 4.79 4,11 3,81 4,38 

Sumber: bekasikota.bps.go.id (diolah penulis 2022) 

 Pada tabel 3 Tingkat Kemiskinan pada Kota Bekasi di tahun 2017 merupakan tingkat 

jumlah penduduk miskin terbesar dibandingkan dengan tahun lainnya, hal tersebut selaras 

dengan laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2017 dimana terjadi 

defisit anggaran di tahun tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan tingkat 

kemiskinan Kota Bekasi hingga 23.000 jiwa, namun mengalami kenaikkan kembali di tahun 

2020 sebesar 21.000 penduduk sehingga menjadi 134.000 jiwa. Kenaikkan ditahun 2020 

disebabkan pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia sehingga terjadi penurunan pada 

sektor ekonomi. 

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah telah 

banyak diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Keintjem & Murni (2022) yang 

mengkaji penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banggai 

Mangantar & Deborah (2020) yang mengkaji tentang analisis kinerja keuangan pada 

pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, H. F. Harahap, 

(2020) yang mengkaji penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah 
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Kabupaten Tapanuli Tengah, Setyawati & Rahayu (2019) yang mengkaji penelitian tentang 

pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat, 

Sartika (2019) yang  mengkaji penelitian tentang analisis rasio keuangan daerah untuk menilai 

kinerja keuangan pemerintah daerah Kepulauan Meranti, Wardana & Rahmawati yang 

mengkaji penelitian tentang menilai kinerja keuangan dengan analisis rasio keuangan (Studi 

Kasus BKAD Sleman), (Tarjunajah & Wiratno, 2018) yang mengkaji tentang kinerja 

keuangan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah se-Jabodetabek dan masih banyak 

penelitian lainnya hingga 20 (dua puluh) jurnal penelitian terdahulu terkait penanggulangan 

bencana. Namun belum banyak yang mengkaji tentang kinerja keuangan pemerintah daerah di 

Kota Bekasi. Penggunaan teori analisis rasio keuangan dengan lokus Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menjadi kebaruan dalam penelitian ini. 

 Berdasarkan kajian kinerja keuangan negara dan keuangan daerah khususnya di Kota 

Bekasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  

Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 

2017-  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penulisan ini adalah bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2017-2020? 

C. Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2017-

2020. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan temuan-temuan pada penulisan ini akan sebagai bahan yang 

berguna bagi Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Keuangan Negara, khususnya 

pengelolaan keuangan negara. 

2. Manfaat Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pemikiran 

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah di Kota 

Bekasi, dalam upaya mewujudkan optimalnya pengelolaan keuangan daerah sesuai 

ketetapan undang-undang yang berlaku dan memberikan manfaat yang nyata kepada 

masyarakat.  
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